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H
ampir seluruh ilmuwan di Indonesia sepakat 

bahwa negara ini belum mampu menghasilkan 

pengetahuan maupun inovasi sebanyak yang 

diharapkan. Pendapat ini didukung bukti mi-

nimnya jumlah publikasi dan paten yang dihasilkan Indo-

nesia. Data komparatif yang dihasilkan dari sumber-sum-

ber internasional menyebutkan bahwa setiap dolar yang 

diinvestasikan di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang 

setara dengan capaian peneliti di negara-negara lain. Pro-

duktivitas Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi juga tidak sebanding dengan negara lain yang 

luas dan jumlah sumber dayanya seperti Indonesia. 

Para ilmuwan meyakini hal ini disebabkan oleh sulitnya 

mencari dukungan untuk membiayai proyek penelitian 

serta sistem penganggaran dan pelaporan keuangan yang 

tidak fleksibel. Hambatan lain yang jarang disebut adalah 

beratnya beban mengajar di universitas dan tawaran gaji 

yang lebih tinggi untuk berkarir di bidang non-ilmu penge-

tahuan di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). 

Padahal kedua hal inilah yang membuat ilmuwan enggan 

melakukan penelitian.

Indonesia tidak memiliki infrastruktur keuangan untuk 

mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang ino-

vatif. Negara ini juga tidak memiliki infrastruktur untuk 

mengalokasikan dan mengalirkan dana untuk peneliti, 

menyediakan fasilitas penelitian, maupun sistem peng-

anggaran dana yang fleksibel untuk melakukan penelitian 

ilmiah. Selain isu tersebut, terdapat permasalahan yang 

lebih besar, yaitu rendahnya investasi nasional dalam pe-

nelitian dan pengembangan. Investasi Indonesia secara 

kotor dalam bidang penelitian dan pengembangan kurang 

dari 0,1 persen dari PDB, nyaris terlalu rendah untuk dapat 

tampil di bagan-bagan laporan yang dipublikasikan. 

Semua permasalahan ini dapat ditangani sekaligus dalam 

suatu sistem melalui pembentukan Dana Ilmu Pengetahu-

an Indonesia, sebuah badan independen yang atas dasar 

kompetisi dapat secara langsung memberikan dana kepa-

da ilmuwan dan insinyur untuk melakukan penelitian kelas 

dunia. Salah satu syarat pemberian dana adalah adanya 

dukungan kelembagaan bagi peneliti untuk meningkatkan 

produktivitas. Sebagai gantinya, badan ini akan memberi 

kompensasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan lembaga 

tersebut. 

Situasi Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Rekayasa di Indonesia

Peringkat Indonesia yang rendah dalam ilmu pengetahuan 

dan ilmu rekayasa berkaitan erat dengan rendahnya in-

vestasi nasional di bidang penelitian dan pengembangan. 

Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta, 

merupakan negara terbesar keempat di dunia berdasarkan 

populasi. Tingkat buta huruf sangat rendah dan negara ini 

memiliki beberapa universitas serta lembaga penelitian 

yang baik. Sayangnya, selama 1996-2010, Indonesia ber-

ada di peringkat 64 dunia dalam jumlah artikel ilmiah yang 

diterbitkan di jurnal yang telah melalui proses penilaian 

sejawat. Selain itu, sekitar 74 persen proyek ilmu penge-

tahuan di Indonesia merupakan kolaborasi internasional, 

sehingga harus berbagi pengakuan dengan negara lain. 

Situasi mengenai paten pun setali tiga uang dengan publi-

kasi. Meskipun paten lebih berkaitan erat dengan produkti-

vitas dalam industri, banyak perusahaan di berbagai sektor 

tidak mengajukan paten (atau menerbitkan artikel ilmiah) 

karena alasan bisnis. Meskipun demikian, rendahnya pe-

ngeluaran sektor swasta untuk penelitian dan pengem-

bangan mungkin menjadi faktor penting terkait rendahnya 

jumlah paten yang diberikan untuk Indonesia. 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (litbang) sebe-

narnya dilakukan di banyak lembaga di Indonesia, yang 

lebih dari 80 persen anggarannya berasal dari pemerintah. 

Sebagian besar peneliti dan insinyur bekerja di lembaga-

-lembaga ilmiah pemerintah, dan mereka menerima bagian 

terbesar dari anggaran litbang negara ini. Namun, hampir 

semua peneliti setingkat doktor bekerja di unversitas ne-

geri. Dari seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, selain 

Vietnam yang memang negara komunis, kontribusi sektor 

swasta untuk penelitian di Indonesia termasuk yang te-

rendah dan sumbangsih universitas juga sangat kecil.

Sebuah negara berpotensi lebih besar untuk dapat mema-

sarkan penemuannya jika memiliki komunitas ilmiah yang 

secara luas menerbitkan publikasi di berbagai bidang dan 

menghasilkan inovasi yang pantas mendapatkan paten. 

Lebih penting lagi, hal ini akan menarik investasi dan usa-

ha bersama dengan perusahaan teknologi yang sedang 

mencari tenaga kerja terlatih beserta pasar untuk produk 

mereka. Besarnya ukuran pasar tidak hanya ditentukan 

oleh jumlah penduduk, melainkan pada kapasitas pengelu-

aran—ditentukan oleh jumlah perusahaan asing yang ter-

tarik dan bersedia membayarkan upah yang layak. Dalam 

hubungan yang kompleks ini, industri berteknologi cang-

gih akan semakin tertarik mempekerjakan staf teknis lokal 

di negara yang memiliki komunitas ilmu pengetahuan dan 

ilmu rekayasa yang mumpuni. Staf-staf lokal tersebut da-



2     |     R i n g k a s a n  E k s e k u t i f :  M e n c i pt a k a n  B a d a n  D a n a  I l m u  Pe n g et a h u a n  I n d o n e s i a

pat menghasilkan inovasi yang akan menarik lebih banyak 

perusahaan baru. Di generasi kedua ini, inovasi akan lebih 

banyak diciptakan oleh pengusaha lokal.

Apa yang Dapat Dilakukan Badan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam Situasi Ini?

Banyak negara telah mengakui bahwa pembentukan ba-

dan dana nasional yang memberikan hibah kompetitif me-

rupakan cara paling efektif untuk mendukung ilmu penge-

tahuan dan ilmu rekayasa kelas dunia. Proses seleksi dan 

perpanjangan hibah yang didasarkan pada hasil seperti 

publikasi dan paten mendorong nilai produktivitas ilmu 

pengetahuan. Mengingat publikasi ilmiah diseleksi secara 

kompetitif oleh jurnal internasional terbaik untuk dapat di-

terbitkan, peneliti harus memiliki jaringan luas di seluruh 

dunia jika ingin menjadikan upaya penelitiannya terdepan. 

Negara-negara mendorong inovasi dengan mencari dan 

mendukung munculnya ide baru. Peneliti didorong untuk 

mengajukan ide-ide terbaik dalam proposal penelitian me-

reka, di samping tetap menjalankan riset yang sudah ter-

program dan berorientasi hasil, yang diperlukan oleh ba-

dan-badan dengan misi tertentu. Pada akhirnya, ide baru 

yang berhasil akan bermuara pada industri dan produk 

baru apabila pelatihan, dukungan, dan fasilitas tersedia 

bagi pengusaha yang gagasannya mampu diwujudkan le-

bih jauh.

Di Indonesia, tidak banyak hubungan yang terbina anta-

ra lembaga ilmu pengetahuan dan perguruan tinggi dan 

sektor swasta—termasuk perusahaan kecil dan menengah 

berbasis ilmu pengetahuan—yang merupakan pusat inova-

si di banyak negara. Menurut data, hanya sedikit ilmuwan 

yang bekerja di sektor swasta, sementara investasi dalam 

hal inovasi teknis juga kecil. Kecilnya perusahaan, kurang-

nya kejelasan tentang apa yang termasuk dalam peneliti-

an, serta terbatasnya hubungan antara lembaga penelitian 

pemerintah dengan perusahaan swasta seringkali disebut 

sebagai hambatan dalam mengadopsi teknologi. Sebagian 

besar industri non-ekstraktif berbasis pada produk impor, 

yang hanya memiliki sedikit nilai tambah. Untuk itu dibu-

tuhkan insentif kebijakan tambahan untuk mendorong pe-

ningkatan nilai tambah dan inovasi. 

Pada saat yang sama, mekanisme pembiayaan pemerintah 

saat ini menawarkan insentif yang sangat kecil bagi lem-

baga litbang pemerintah untuk berkolaborasi dengan sek-

tor swasta. Contohnya, undang-undang fiskal terkini me-

nyatakan seluruh badan pemerintah harus dibiayai penuh 

oleh APBN. Alokasi anggaran pemerintah juga dianggap 

memadai untuk melakukan seluruh kegiatan penelitan. 

Ini berarti seluruh dana litbang dari pihak swasta maupun 

sumber eksternal kepada lembaga negara atau perguru-

an tinggi harus diberikan melalui Kementerian Keuangan. 

Dana tersebut akan menjadi pendapatan negara bukan pa-

jak (PNBP) dan hanya dapat diambil melalui mata anggaran 

dalam proses penganggaran APBN tahunan. Ilmuwan yang 

ingin berpartisipasi dalam proyek penelitian yang didanai 

lembaga donor harus berkolaborasi dengan rekan kerja 

dari luar negeri. Rekan dari negara lain itulah yang akan 

menerima hibah dan mengganti semua pengeluaran mitra 

Indonesia. Skema seperti ini tidak dapat menjadi dasar ker-

ja sama yang setara. 

Rendahnya jumlah publikasi ilmiah tak serta-merta men-

cerminkan jumlah ilmuwan dan insinyur di Indonesia, 

maupun tingkat investasi dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sejumlah negara yang lebih kecil dari Indone-

sia, dengan jumlah ilmuwan dan insinyur yang jauh lebih 

sedikit, nyatanya mampu mengungguli Indonesia dalam 

menghasilkan penelitian dibandingkan jumlah uang yang 

diinvestasikan. 

Permasalahannya lebih sistemik dan berhubungan dengan 

alokasi sumber daya—termasuk sumber daya manusia dan 

lingkungan penelitian—yang kemungkinan tak memberi-

kan kebebasan dan otonomi yang kondusif untuk mendo-

rong inovasi. Jenjang karir untuk ilmuwan terlalu kaku dan 

membatasi peluang bagi peneliti. Namun risiko dan sanksi 

dalam jenjang karir itu juga kecil sehingga tidak memacu 

peneliti untuk lebih produktif. Hendaknya, kenaikan karir di 

bidang ilmu pengetahuan di perguruan tinggi serta badan 

penelitian LPNK didasari oleh kualitas hasil dan kontribu-

si terhadap pengetahuan atau teknologi. Sebuah sumber 

pendanaan kompetitif seperti Dana Ilmu Pengetahuan In-

donesia yang diberikan berdasarkan keunggulan, orisina-

litas ide, dan kemampuan, akan memberikan insentif dan 

penghargaan yang baik untuk tercapainya sasaran terse-

but. 

Banyak model program yang telah berhasil melatih dan 

mendukung pengusaha dan mendorong kewirausahaan. 

Sebagian program yang paling berhasil adalah yang berba-

sis pada perguruan tinggi, di mana mereka membantu ma-

hasiswa dan dosen untuk mengembangkan dan memasar-

kan hasil penelitian mereka, terkadang untuk keuntungan 

universitas itu sendiri. Model semacam ini mencakup in-

kubator, memungkinkan usaha baru dapat beroperasi dan 
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berbagi fasilitas serta berkonsultasi dengan pengusaha 

berpengalaman, untuk memperoleh akses ke modal usaha 

dan sumber daya lain. Hibah dapat diberikan kepada per-

guruan tinggi untuk membuat inkubator guna melayani 

komunitas akademik dan pihak lain. 

Berbagai tujuan yang berbeda dari Dana Ilmu Pengeta-

huan membutuhkan instrumen pendanaan yang berbeda 

pula. Setiap instrumen akan diarahkan untuk mencapai 

hasil yang berkaitan dengan tujuan tertentu, tetapi setiap 

hibah atau dana yang diberikan kepada suatu lembaga da-

pat mencakup lebih dari salah satu instrumen berikut ini:

1. Hibah penelitian peneliti utama (principal inves-
tigator) berfungsi sebagai instrumen pendanaan utama 

bagi peneliti. Dana tersebut akan diberikan kepada lemba-

ga penaung sehingga peneliti utama dapat dipekerjakan 

secara ekseklusif dan dapat mencakup pembelian peralat-

an, pelatihan, biaya publikasi, dan biaya operasional.  

2. Hibah kunjungan diberikan secara perorangan kepa-

da para peneliti untuk mengikuti konferensi, kunjungan 

ke laboratorium lain dalam jangka waktu pendek, baik di 

luar negeri maupun di Indonesia, atau kunjungan ilmuwan 

asing ke laboratorium di Indonesia, agar tetap dapat meng-

ikuti perkembangan inovasi terkini. 

3. Beasiswa mahasiswa diberikan kepada mahasiswa 

yang tengah berusaha memperoleh gelar lanjutan di bi-

dang ilmu pengetahuan atau ilmu rekayasa di perguruan 

tinggi di Indonesia. 

4. Beasiswa kerjasama industri memungkinkan maha-

siswa untuk bekerja dalam perusahaan swasta atau LPNK 

dalam proyek penelitian yang berkaitan dengan minat ma-

hasiswa tersebut.

5. Dana penelitian kooperatif mendukung penelitian 

bersama antara ilmuwan di industri atau LPNK dengan il-

muwan di perguruan tinggi.

6. Dana pendukung kewirausahaan diberikan kepada 

perguruan tinggi untuk mengembangkan program untuk 

membantu mahasiswa, dosen, dan pihak lainnya untuk 

memasarkan dan mengkomersialkan penemuan orisinal, 

produk, atau properti intelektual lain yang dapat dikomer-

sialkan. 

7. Hibah untuk penelitian pendidikan dapat meleng-

kapi hibah penelitian peneliti utama terkait topik-topik 

pendidikan dan membuat metode, kurikulum, atau silabus 

baru untuk diujicobakan di sekolah. 

Rekomendasi

Bukti internasional menunjukkan bahwa banyak nega-

ra, terutama negara anggota Organisasi Kerja Sama dan 

Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-

-operation and Development, OECD) dan Uni Eropa, sedang 

bergerak menuju pembentukan lembaga pendanaan ku-

asi-otonom profesional, menggunakan proses peninjauan 

kecakapan independen untuk mendukung hibah peneliti-

an dan proyek pengembangan di sektor swasta dan pub-

lik. Pada dasarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan di 

Indonesia: 

1. Tugas ini dapat diemban oleh lembaga pemerin-

tah, kemungkinan Kementerian Riset dan Teknologi  

Ristek. 

Pro: Sebagian lembaga ini sudah memiliki fasilitas dan 

staf peneliti yang mengenal baik prosedur pemberian hi-

bah. Mereka juga sudah mempunyai mekanisme akuntansi 

proyek. Hal tersebut dapat mengurangi waktu yang diper-

lukan untuk mulai menjalankan tugas ini.

Kontra: Salah satu hambatan terbesar dalam mencipta-

kan program penelitian dan pengembangan baru di Indo-

nesia yang mempengaruhi seluruh lembaga publik ada-

lah sistem mata anggaran pemerintah dalam mekanisme 

pendanaan tahunan yang kaku dan kurangnya fleksibilitas 

dalam penggunaan dana. Pembentukan fasilitas pemberi-

an hibah dalam lembaga pemerintah akan membutuhkan 

revisi besar-besaran terhadap UU dan peraturan pengang-

garan. Lebih jauh lagi, sebagian besar lembaga pemerintah 

memiliki program penelitian internal mereka sendiri yang 

berkaitan dengan pencapaian misi mereka. Persaingan un-

tuk mendapatkan dana penelitian dapat merusak efektivi-

tas dan reputasi program kompetitif tersebut.

2. Tugas ini dapat diemban oleh organisasi non-

pemerintah.

Pro: Permasalahan yang berkaitan dengan lembaga pe-

merintah tidak akan menjadi faktor penghambat.

Kontra: Terdapat kesulitan dalam mengalokasikan dana 

pemerintah untuk organisasi nonpemerintah. Pemerin-

tah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan 
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dan program dari badan dana tersebut, dan badan dana 

tersebut mungkin tidak mengkoordinasikan kegiatannya 

dengan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi nasio-

nal. Hal ini dapat menimbulkan friksi dengan pemerintah 

di masa mendatang sehingga berdampak buruk bagi ilmu 

pengetahuan dan ilmu rekayasa di negeri ini. 

3. Tugas ini dapat diemban oleh badan independen 

dan khusus, yang didanai sebagian oleh pemerintah, 

dan memiliki kapasitas untuk menggalang dana dari 

pihak swasta dan sumber internasional lainnya.

Pro: Badan ini dapat bernaung di bawah lembaga inde-

penden yang telah ada dan didanai pemerintah, namun te-

tap terpisah dan berdiri sendiri. Badan ini dapat memben-

tuk dana abadi untuk mendukung investasi penelitian di 

masa depan. Suatu badan dana otonom di bawah payung 

lembaga independen, dengan partisipasi pemerintah yang 

signifikan, dapat menghindari hambatan yang berkaitan 

dengan badan pemerintah, sekaligus memberikan suara 

bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait ke-

bijakan.

Kontra: Anggaran dan cakupan kegiatannya kemungkin-

an akan jauh lebih besar daripada lembaga yang menaung-

inya, dan dapat membebani stafnya serta dapat mengecil-

kan tujuan utama lembaga penaung.

REKOMENDASI 1: Sebuah Badan Dana Ilmu Pengetahuan 

Indonesia atau Indonesian Science Fund (ISF) sebaiknya 

dibentuk di bawah payung Akademi Ilmu Pengetahuan In-

donesia atau Indon esian Academy of Sciences (AIPI).

AIPI adalah badan non-pemerintah, namun didirikan menu-

rut UU Republik Indonesia (UU No. 8 Tahun 1990) yang 

secara eksplisit menetapkan adanya dukungan finansial 

dari pemerintah serta kebebasan untuk mencari dana dari 

sumber lain selain pemerintah. Karena itu, AIPI dibebaskan 

dari peraturan keuangan yang menghambat penggalang-

an dana dan perencanaan untuk beberapa tahun. Saat ini, 

AIPI memiliki kantor kecil di Jakarta Pusat, selain gedung di 

Serpong. Namun, ISF hendaknya memiliki gedung sendiri 

di Jakarta. 

Sebagai permulaan, ISF sebaiknya menerima empat jenis 

proposal dari pemohon sebagai berikut: 

1. Proposal penelitian yang diserahkan sendiri secara su-

karela oleh ilmuwan, ilmuwan ilmu sosial, dan insinyur, 

baik untuk penelitian dasar atau terapan.

2. Proposal ilmu terapan sebagai tanggapan atas permin-

taan pengajuan proposal atau Request for Proposals (RFP) 

di salah satu bidang prioritas yang telah ditentukan. Pada 

tahap awal, RFP sebaiknya meminta proposal untuk fasili-

tas guna mendukung kewirausahaan. Hal ini dapat dibuat 

berdasarkan salah satu dari banyak model yang berhasil 

diterapkan di negara lain atau di negara yang seunik In-

donesia.

3. Proposal mengenai pendidikan sains. Ini pada hakikat-

nya adalah program ilmu terapan, tapi program inilah yang 

melanjutkan upaya untuk mengembangkan kurikulum 

baru, teknik mengajar, dan materi pelajaran untuk mening-

katkan jumlah dan kualitas anak didik di tingkat pendidikan 

dasar dan lanjutan. 

4. Program beasiswa untuk mahasiswa pascasarjana yang 

sedang berusaha memperoleh gelar lanjutan di bidang sa-

ins di universitas di Indonesia. Ini merupakan program be-

asiswa bergengsi guna mendorong sebagian mahasiswa 

terbaik untuk tetap melanjutkan studi mereka di Indonesia.

Dana hibah itu sendiri dapat memanfaatkan satu atau 

lebih instrumen pendanaan yang telah dijelaskan sebe-

lumnya. Contohnya, proposal penelitian dapat mencakup 

bantuan kunjungan dan mahasiswa, serta dana penelitian 

peneliti utama. 

Staf sebaiknya direkrut dan dilatih sesuai kebutuhan un-

tuk mengelola proposal dan program yang diberikan. Se-

lain staf inti tetap, sebagian manajer program sebaiknya 

dipinjam dari universitas dan LPNK selama dua tahun. Se-

telah itu, mereka akan kembali ke lembaga masing-masing. 

Manajer ini akan bertanggungjawab mengusulkan kepada 

Direktur ISF mengenai permohonan mana yang sebaiknya 

mendapatkan dana hibah. Ini merupakan tanggung jawab 

tertinggi di ISF. Rotasi yang terus-menerus akan menja-

dikan para ilmuwan merasa berpartisipasi dan mencegah 

tumbuhnya bias dalam program mana pun. Staf ISF harus 

mempersiapkan materi digital online untuk memberikan 

bantuan dan panduan dalam penyusunan dan penyerahan 

proposal, peninjauan, dan tanggapan atas peninjauan. 

Lampiran B berisi perkiraan biaya per tahun untuk Dana 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Diasumsikan akan ada dela-

pan divisi, yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu rekayasa, perta-

nian, kedokteran, energi dan lingkungan, serta ilmu sosial 

dan pendidikan. Anggaran penelitian yang diusulkan ada-

lah 360 miliar rupiah untuk 250 hibah baru tiga tahunan, 

setiap tahun, dengan rata-rata 1,5 miliar rupiah per hibah. 

Untuk biaya administrasi dan peninjauan proposal, ISF me-
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makai angka 20 persen, seperti yang diterapkan ke badan 

penerima hibah serupa. Total anggaran tahunan untuk 

penelitian dan administrasi adalah 414 miliar rupiah, atau 

sekitar 44 juta dolar AS. 

Dengan jumlah ini, ISF dapat membeli perlengkapan yang 

dibutuhkan untuk hibah baru, melatih staf dan mahasiswa, 

serta melakukan perjalanan untuk memulai kerja sama dan 

pertukaran informasi dengan kelompok penelitian lainnya, 

baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jumlah hibah yang 

disebutkan di atas sesuai dengan kapabilitas suatu orga-

nisasi baru, dan merupakan angka yang relatif kecil untuk 

calon penerima dana, yaitu ilmuwan setingkat doktor yang 

mempunyai program penelitian aktif d an belum didukung 

penuh oleh organisasi lain. Jumlah hibah yang diperpan-

jang di tahun-tahun berikutnya dapat diperkecil karena 

peralatan sudah dibeli, sehingga tersedia lebih banyak 

dana untuk meningkatkan jumlah penerima hibah. Jumlah 

penerima hibah di dalam angka yang dianggarkan tersebut 

dapat mencapai lebih dari 1.000 penerima. Namun nanti-

nya, untuk negara sebesar Indonesia, anggarannya seba-

iknya ditingkatkan. 

Sistem ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa di Indonesia 

saat ini tidak membolehkan para peneliti mencari dana 

untuk proyek penelitian dari sumber internasional atau 

domestik tanpa mempertaruhkan dana yang sudah dite-

rima dari organisasi mereka. Peraturan ini seringkali me-

maksa mereka berkolaborasi dengan peneliti asing dengan 

cara sebagai berikut: mitra asing menerima seluruh dana, 

kemudian membuat kontrak tambahan untuk sebagian 

pekerjaannya ke mitra Indonesianya (sub-contract). Aki-

batnya mitra Indonesia tersebut akan menjadi bawahan 

dalam tim penelitian. Hal ini belum tentu dapat diterima 

oleh semua lembaga donor, selain itu mitra Indonesia ter-

sebut dapat kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. 

Salah satu hambatan terbesar dalam membentuk program 

penelitian dan pengembangan baru di Indonesia yang 

mempengaruhi seluruh lembaga pemerintah adalah sis-

tem mata anggaran pemerintah dalam mekanisme penda-

naan tahunan yang kaku. Undang-undang dan peraturan 

fiskal Indonesia saat ini tidak memungkinkan program pe-

nelitian tahun jamak, meskipun membolehkan perpanjang-

an program setiap tahun. Selain itu, tidak ada fleksibilitas 

dalam penggunaan dana. Sebagian program bahkan tidak 

memperbolehkan pembelian peralatan.

REKOMENDASI 2: Menghapus persyaratan bahwa selu-

ruh dana yang dikumpulkan dari sumber swasta atau eks-

ternal untuk tujuan penelitian harus diserahkan kepada 

Kementerian Keuangan sebagai pendapatan negara bukan 

pajak dan hanya dapat diambil melalui mata anggaran da-

lam proses penganggaran nasional tahunan. Mengizinkan 

penerima hibah ISF untuk menggunakan dana di luar pro-

ses penganggaran tahunan untuk tujuan yang dijelaskan 

dalam hibah, termasuk proyek tahun jamak.

Saat ini, ilmuwan dan insinyur di badan pemerintah harus 

memilih untuk mengikuti jenjang karir administratif atau 

penelitian sejak awal karir mereka. Bahkan peneliti yang 

telah menerima pelatihan khusus dalam bidang sains atau 

ilmu rekayasa akan ragu-ragu memilih jalan yang mena-

warkan gaji dan jabatan yang rendah. Mereka akan meng-

alami konflik antara dedikasi terhadap keluarga dan minat 

mereka dalam ilmu pengetahuan. Jenjang karir di bidang 

penelitian sebaiknya dibuat sedemikian rupa sehingga 

mendorong para peneliti terbaik untuk memilih karir yang 

benar-benar menggunakan kecakapan mereka.

REKOMENDASI 3: Menghapus perbedaan antara jenjang 

karir penelitian dan administratif, serta menyamakan gaji 

dan tunjangan untuk kedua jenjang tersebut. 

Pemberian hibah penelitian ke suatu lembaga memiliki 

konsekuensi ekonomi bagi lembaga tersebut. Penelitian 

membutuhkan dukungan staf administrasi untuk melaku-

kan kegiatan terkait keuangan, pembelian dan perawatan 

peralatan, serta pemeliharaan laboratorium. Penggunaan 

energi, air, dan ruangan meningkat. Dalam beberapa kasus, 

staf pengajar kadang juga harus ditambahkan. 

Program ini akan menjadi kontraproduktif apabila ISF me-

maksa lembaga penerima hibah untuk membayar biaya 

yang sudah jelas terkait dengan proyek penelitian. Akan 

tercipta dampak negatif juga seiring meningkatnya beban 

finansial kepada staf administrasi, dekan, atau direktur. 

Untuk menghindari hal ini, ISF sebaiknya memberikan in-

sentif bagi staf administrasi, dekan, atau direktur untuk 

mendorong para penelitinya mengajukan proposal hibah. 

REKOMENDASI 4: Mengizinkan lembaga penerima hibah 

ISF, baik perguruan tinggi ataupun LPNK, untuk meneri-

ma pembayaran operasional guna membiayai biaya tidak 

langsung penelitian tanpa mengurangi pendapatan yang 

sudah ada.
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